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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan keuangan yang efisien di tingkat pemerintahan, khususnya 

di Kelurahan, merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan Masyarakat. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil 

memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan program-program 

pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 

pengelolaan keuangan yang baik dan efisien di kelurahan dapat meningkatkan 

efektivitas penggunaan anggaran yang mendukung program-program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Meskipun terdapat alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan 

di tingkat kelurahan, sering kali ditemukan permasalahan dalam hal 

pengelolaan keuangan diantaranya kurangnya transparansi serta kurangnya 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Beberapa permasalahan yang sering 

muncul antara lain adalah rendahnya kualitas perencanaan anggaran, 

kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta ketidakterbukaan 

dalam laporan keuangan. Hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan 

pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di 

Kelurahan tersebut. 

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan mewajibkan 
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 setiap kelurahan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan 

akuntabel. Namun implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang 

efisien sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas aparatur kelurahan 

dalam menyusun anggaran, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki 

Pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien di kelurahan bukan hanya 

untuk menjaga kestabilan anggaran, tetapi juga untuk menciptakan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Pengelolaan serta 

pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan baik akan lebih mendukung 

program-program pemerintah yang dilaksanakan agar tepat sasaran. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan 

yang efisien di kelurahan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tersebut. 

Salah satu skema yang diterapkan untuk mencegah penyalah gunaan 

dana adalah skema pembayaran langsung (LS). Pembayaran langsung 

merupakan metode pembayaran yang dilakukan langsung kepada penerima 

hak, Pihak ketiga atau Bendahara Pengeluaran.  

Di tingkat Kelurahan, di mana kegiatan pembangunan atau program 

pelayanan publik seringkali berhubungan langsung dengan masyarakat, 

pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien. Dalam 

konteks ini, penerapan skema pembayaran langsung (LS) bertujuan untuk 

menyederhanakan prosedur pembayaran yang biasanya memakan waktu dan 

mempercepat realisasi anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan. 

Skema Pembayaran Langsung (LS) tidak luput dari beberapa 

tantangan dalam implementasinya, antara lain terkait dengan pengawasan, 

akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana. Selain itu, ketidaksesuaian 
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antara perencanaan anggaran dengan kenyataan di lapangan, serta kurangnya 

pemahaman dari aparatur kelurahan tentang prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan skema ini. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan skema pembayaran 

langsung (LS) di kelurahan menjadi sangat relevan untuk menggali bagaimana 

efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi skema tersebut. 

Selain itu, kajian ini juga penting untuk menilai apakah skema LS dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di kelurahan serta dampaknya 

terhadap program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan 

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, 

khususnya dalam konteks penerapan skema pembayaran langsung (LS) di 

kelurahan. 

Kelurahan adalah unit Pemerintahan terkecil yang setingkat 

dengan desa. Kelurahan merupakan bagian dari pembagian wilayah 

administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan Tipes beralamat di Jl. 

Cokrobaskoro III No. 13 Tipes Serengan Surakarta. Kelurahan Tipes 

merupakan salah satu diantara 7 (Tujuh) kelurahan yang masuk dalam wilayah 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana penerapan mekanisme pembayaran langsung (LS) di Kelurahan 

Tipes? 

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan mekanisme pembayaran langsung 

(LS) 
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3. Bagaimana solusi permasalahan penerapan skema pembayaran langsung 

(LS) di Kelurahan Tipes? 

4. Pembuatan SOP dalam skema pembayaran langsung (LS) di Kelurahan 

Tipes 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur & 

penerapan skema pembayaran langsung (LS) di Kelurahan Tipes. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Kelurahan 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai 

penerapan skema pembayaran Langsung (LS) dalam pengelolaan anggaran 

kelurahan. Dengan mengetahui bagaimana skema ini diterapkan secara 

efektif, kelurahan dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan 

penggunaan dana yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

dana yang ada digunakan secara optimal untuk program-program 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 

Penerapan skema pembayaran LS yang jelas dan terstruktur akan 

membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

kelurahan. Skema ini memudahkan untuk memantau penggunaan 

anggaran, sehingga lebih mudah dilakukan pengawasan oleh pihak terkait, 

seperti masyarakat, auditor, dan pemerintah daerah. Dengan transparansi 

yang baik, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah 

kelurahan. 
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3. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Anggaran 

Dengan adanya penelitian yang menganalisis penerapan skema 

pembayaran LS, kelurahan dapat lebih memahami dan mengurangi potensi 

penyalahgunaan anggaran. Pembayaran dengan skema Langsung 

memberikan kepastian jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan 

perjanjian, yang dapat mengurangi kemungkinan manipulasi anggaran atau 

pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan. 

4. Menjamin Pelaksanaan Program yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran 

Skema pembayaran LS memungkinkan pelaksanaan proyek atau program 

di kelurahan untuk lebih terkontrol dan terjadwal dengan baik. Pembayaran 

yang dilakukan berdasarkan pencapaian tertentu atau milestone proyek 

akan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perencanaan dan 

tepat waktu, sehingga hasil pembangunan atau pemberdayaan masyarakat 

dapat segera dirasakan. 

5. Meningkatkan Keterampilan dan Kapasitas Aparatur Kelurahan 

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada aparat kelurahan 

tentang bagaimana cara mengimplementasikan skema pembayaran LS 

dengan efektif. Dengan demikian, kapasitas aparat kelurahan dalam 

mengelola anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan 

akan meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

6. Memberikan Dasar Kebijakan yang Lebih Baik 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan 

keuangan kelurahan, khususnya terkait dengan skema pembayaran LS.  
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Penelitian ini juga dapat memberikan saran yang berguna untuk 

penyempurnaan sistem pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Teori Agensi 

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara 

principal dan agen, principal adalah pemegang saham sedangkan agen 

adalah manajemen. Principal (pemegang saham) memberi wewenang 

kepada agen (manajemen) untuk mengelola keuangan Kelurahan. Teori 

agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap 

masalah yang ada dalam hubungan antara principal dan agen. Sikap dari 

komponen kompetensi dapat dianggap penting sebab individu dengan 

sikap ini akan lebih memiliki tanggungjawab atas tugas yang diamanatkan, 

dan cenderung tidak melakukan kecurangan fraud. Kompetensi adalah 

karakteristik yang menjadi dasar seseorang dalam bekerja atau karakteristik 

dasar seorang individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kriteria 

yang dijadikan acuan, efektif, superior, atau bekerja prima di tempat kerja atau 

pada situasi tertentu (Setyo Widodo et al., 2022).  Pada Pemerintahan daerah 

di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah terapkan, 

pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan 

agen adalah Pemerintah dalam hal ini adalah kepala Kelurahan dan aparatur 

Kelurahan lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan 

penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan 

akuntabilitas.  
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Akuntabilitas diwujudkan dengan terpenuhinya hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi terhadap laporan keuangan desa dan laporan  

keuangan yang disusun telah memenuhi karakteristik kualitas Laporan 

Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dalam 

pemerintahan berarti bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas 

tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga pengawas. 

Keterkaitan teori keagenan/agency theory adalah Lurah sebagai 

Kepala Kelurahan dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang undangan.   

2. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kunci et al., 2023) 

Menurut Mardiasmo (2021) Pengelolaan keuangan daerah harus 

mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, 

terutama dalam kondisi pasca-pandemi. (Yusuf et al., 2021) Beliau 

menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 
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pengelolaan keuangan daerah untuk memudahkan monitoring dan 

pengawasan, serta memperbaiki sistem pelaporan keuangan yang lebih 

akurat dan tepat waktu. 

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Mekanisme 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban 

APBD  

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang teknis 

pengelolaan keuangan daerah  

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah 

pejabat yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, 

mengawasi, serta memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPKD bertanggung jawab 

atas seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap 

penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. 

Tugas PPKD diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 berisi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas penting 

PPKD di antaranya: 

a. Menyusun dan merencanakan anggaran daerah: PPKD bertanggung 

jawab untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) serta memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai 

dengan prioritas pembangunan daerah. 
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b. Pelaksanaan anggaran: PPKD juga bertanggung jawab dalam 

melaksanakan anggaran yang telah disetujui, memastikan bahwa semua 

pengeluaran dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan 

dalam batasan yang sah. 

c. Pengawasan dan pelaporan: PPKD harus memastikan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, 

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

itu, PPKD wajib menyusun laporan keuangan daerah yang akan diaudit 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

d. Pemantauan dan evaluasi: PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan keuangan daerah untuk 

memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah. 

e. Penyusunan laporan keuangan: PPKD juga bertanggung jawab untuk 

menyusun dan melaporkan laporan keuangan daerah secara periodik 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 berdasarkan peran dan fungsinya Pejabat 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Kepala Daerah) 

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

c. Pejabat pengelolaan keuangan Daerah 

d. Kuasa BUD 

e. Pengguna anggaran 

f. Kuasa Pengguna anggaran 

g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

h. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 
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i. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

j. Bendahara 

k. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

4. Alur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 

77 Tahun 2020 Alur pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian 

proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan 

dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari 

perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah. Berikut adalah alur pengelolaan keuangan daerah secara umum: 

a. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, terdapat 2 sistem yang 

terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan 

sistem pembayaran 

b. Penatausahaan  

Penatausahaan merupakan prosedur pada saat kegiatan menerima, 

menyimpan, menyetor, membayar, mempertanggungjawabkan, dan 

melaporkan 

c. Pelaporan  

menyerahkan, mencatat, Tujuan umum pelaporan keuangan daerah 

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 

atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun 

akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke 

DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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d. Pertanggungjawaban  

Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daeah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat 

SKPD dituntut 2 jenis pertanggungjawaban yaitu 

pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.  

e. Pengawasan  

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan 

mengalami 2 kali pengawasan yaitu dari pihak internal (APIP) dan 

pihak eksternal (BPK). 

 

5. Penatausahaan Keuangan Daerah  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 77 

Tahun 2020 Penatausahaan Keuangan Daerah adalah serangkaian kegiatan 

yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi 

keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan baik, 

akurat, dan transparan. Penatausahaan ini merupakan bagian dari 

pengelolaan keuangan daerah yang sangat penting untuk mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas 

penggunaan anggaran daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 Tujuan Penatausahaan Keuangan Daerah: 

a.  Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi 

Penatausahaan keuangan daerah yang baik memastikan bahwa 

semua transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
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b

. 

Mendukung Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Efektif 

Dengan penatausahaan yang tepat, pengelolaan anggaran daerah 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

b.  Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 

Penatausahaan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang 

akurat dan tepat waktu, yang penting untuk evaluasi dan audit 

keuangan 

c.  Pengawasan dan Pengendalian Keuangan 

Penatausahaan keuangan daerah juga mendukung upaya 

pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap seluruh 

penggunaan anggaran daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 Penatausahaan keuangan daerah meliputi beberapa 

unsur, yaitu: 

a. Pencatatan Transaksi Keuangan 

Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, 

harus dicatat dengan baik dan terperinci. Pencatatan ini harus 

dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan (SAP). 

b. Pengelolaan Kas Daerah 

Pengelolaan kas daerah mencakup seluruh aktivitas yang 

berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang dari kas 

daerah. Ini meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hibah, 

atau sumber pendapatan lainnya, serta pengeluaran untuk belanja 

barang, belanja modal, atau pembayaran utang daerah. 

c.  Dokumentasi Keuangan 
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Semua transaksi keuangan yang terjadi harus didukung dengan bukti 

yang sah, seperti faktur, kwitansi, atau dokumen transaksi lainnya 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi ini berfungsi 

sebagai bukti otentik atas penggunaan anggaran. 

d. Laporan Keuangan 

Penatausahaan juga mencakup penyusunan laporan keuangan daerah 

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan (CALK). Laporan ini penting untuk mengukur 

sejauh mana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana 

anggaran yang telah disetujui 

e. Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa 

seluruh transaksi keuangan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan 

yang berlaku serta anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah 

daerah harus memantau seluruh kegiatan dan mengevaluasi efisiensi 

penggunaan anggaran secara berkala. 

f. Pengendalian Intern 

Salah satu aspek penting dalam penatausahaan adalah pengendalian 

intern yang memastikan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan 

dengan baik dan bebas dari penyalahgunaan atau kebocoran 

anggaran. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 Proses penatausahaan keuangan daerah secara 

umum terdiri dari beberapa tahapan berikut: 

a. Perencanaan dan Penganggaran 
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Dimulai dengan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah dalam 

bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang 

disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. 

b. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah 

Transaksi keuangan yang terjadi, seperti penerimaan pajak daerah, 

retribusi, atau penerimaan lainnya, dicatat dalam buku kas daerah. 

Begitu pula dengan pengeluaran, yang harus dicatat dan dipastikan 

sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). 

c. Pencatatan dan Dokumentasi 

Setiap transaksi harus dicatat dengan rinci dalam buku besar dan 

dibuktikan dengan dokumen yang sah, seperti faktur, kuitansi, atau 

surat perintah bayar. 

d. Pelaporan Keuangan 

Laporan keuangan daerah harus disusun sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan (SAP), yang meliputi laporan realisasi 

anggaran, neraca, dan laporan keuangan lainnya. Laporan ini harus 

mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. 

e. Audit dan Pengawasan 

Semua laporan keuangan yang telah disusun akan diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akurasi dan 

kebenaran laporan tersebut serta untuk memastikan tidak ada 

penyalahgunaan atau kebocoran anggaran. 

f. Evaluasi dan Pertanggungjawaban 

Setelah laporan keuangan disusun dan diaudit, pemerintah daerah 

harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada 
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DPRD dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa 

efektif dan efisien penggunaan anggaran daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 77 Tahun 2020 Prinsip-Prinsip dalam Penatausahaan Keuangan 

Daerah: 

a. Transparansi 

Semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah harus dapat diakses 

oleh publik untuk memastikan keterbukaan informasi mengenai 

aliran keuangan. 

b. Akuntabilitas 

Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan 

bukti yang sah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

c. Efisiensi dan Efektivitas 

Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan cara yang hemat biaya 

dan memberikan hasil yang optimal. 

d. Kepatuhan pada Peraturan: Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan 

daerah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Manfaat Penatausahaan Keuangan Daerah: 

a. Meningkatkan Akuntabilitas 

Dengan adanya penatausahaan yang baik, pemerintah daerah dapat 

lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

kepada masyarakat. 

b. Mengurangi Risiko Penyalahgunaan Anggaran 

Pengelolaan keuangan yang transparan dan terdokumentasi dengan 

baik membantu meminimalkan risiko penyelewengan atau kebocoran 

dana. 
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c. Meningkatkan Kepercayaan Publik 

Pemerintah daerah yang mampu melakukan penatausahaan keuangan 

dengan baik akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan lembaga 

pengawas, seperti BPK dan DPRD. 

 

Secara keseluruhan, penatausahaan keuangan daerah adalah 

bagian yang sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengawasan agar 

penggunaan anggaran daerah dapat dijalankan secara efisien dan akuntabel. 

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Perda. berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai 

berikut: 

a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan 

kemampuan Pendapatan Daerah. 

b. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan 

pada RKPD. 

c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD. 
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f. Penerimaan Daerah terdiri pendapatan daerah,  penerimaan 

pembiayaan daerah. 

g. Pengeluaran Daerah terdiri atas belanja daerah,  pengeluaran 

pembiayaan daerah. 

h. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat 

dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah ssesuai dengan kepastian tersedianya 

dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. 

j. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang 

melandasinya. 

k. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

secara bruto dalam APBD. 

7. Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan 

daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, 

kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan 

daerah.  

Pendapatan daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah;  

b. Pendapatan Transfer; dan  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:  



19 

 

 

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:  

1) pajak daerah;  

2) retribusi daerah;  

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

8. Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 

daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar yang mana merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: 

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

b. Penegluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

c. Pengeluaran kas tersebut diatas tidak termasuk pengeluaran keadaan 

darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
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melaksanakan Pembayaran setelah: 

1) Meneliti kelengkapan dokumen pebayaran yang diterbitkan oleh 

PA/KPA beserta bukti transaksinya. 

2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

dokumen pembayaran: dan 

3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

e. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib 

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan 

tidak dipenuhi. 

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 

dilaksanakannya. 

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai 

wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas umum negara. 

Terkait hal tersebut diatas, Peraturan mentri mengatur beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Atas persetujuan PA, bendahara pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit 

SKPD. 

b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 

pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan 

pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa 

atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau 
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melalui pemberian uang panjar dilakukan dengan terlebih dahulu 

mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalan Nota Pencairan 

Dana (NPD)yang diajukan oleh PPTK. 

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai 

melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.  

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, 

PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui 

transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 

belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening 

PPTK.  

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan 

uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu.  

Ketentuan pelaksanaan belanja APBD adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar  

Prosedur pengajuan uang panjar adalah sebagai berikut: 

a. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan 

rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.  

b. PPTK menyiapkan NPD.  

c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan.  
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d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu.  

e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non 

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 

PPTK.  

2. Prosedur Pelaksanaan Belanja adalah sebagai berikut: 

a. Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan 

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. 

Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan 

belanja secara materiil.  

b. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau 

pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun 

rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri 

dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai 

bahan pertanggungjawaban belanja. 

c. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan 

pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan 

dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.  
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d. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat 

kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian 

kelebihan uang panjar secara non tunai melalui 

pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara 

Pengeluaran  

3. Pelaksanaan belanja tanpa uang panjar 

Prosedur pelaksanaan belanja tanpa menggunakan uang panjar 

adalah sebagai berikut: 

a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan 

yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan 

pihak penyedia barang/jasa. 

b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk 

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan 

belanja secara materiil. 

c. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan 

NPD 

d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan 

e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

f. Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja 

disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 

diverifikasi. 

g. Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang 

sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
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melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai 

h. Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu ke rekening 

pihak penyedia barang/jasa. 

4. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran 

Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: 

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran. 

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan. 

c. Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan 

atas pencatatan/pendaftaran BMD 

d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam 

bukti transaksi. 

e. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan 

meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 

f. Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ 

penggunaan UP 

9. Sistem Pembayaran Belanja Daerah di Kelurahan 

a. Sistem Pembayaran  Ganti Uang (GU) 

Mekanisme Ganti Uang (GU) adalah penggantian dari uang persediaan 

yang sudah digunakan oleh bendahara pengeluaran minimal sebesar 50% 

dari jumlah nilai uang persediaan (UP). Besaran Surat 
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PertanggungJawaban (SPJ) tentang penggunaan uang persediaan dapat 

digunakan sebagai dasar pengajuan uang pengganti. (Fauziah et al., 2023) 

b. Sistem Pembayaran Langsung 

Sistem pembayaran langsung berarti pembayaran dilakukan langsung 

kepada pihak yang berhak atau yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan, 

berdasarkan perjanjian kontrak, bukti dan transaksi yang sah (Fauziah et 

al., 2023).  Pembayaran ini bisa dilakukan berdasarkan progres pekerjaan, 

setelah penyedia jasa atau barang menyerahkan bukti transaksi, atau setelah 

pekerjaan selesai dilakukan. Contoh Pembayaran langsung di Kelurahan 

biasanya untuk pembayaran gaji atau honorarium pegawai atau tenaga 

kontrak di kelurahan, pembayaran kepada penyedia barang atau jasa setelah 

pengiriman atau pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. 

Berikut merupakan perbedaan Antara Pembayaran Ganti Uang (GU) dan 

Pembayaran Langsung (LS) 

 

Tabel 2. 1Perbedaan Mekanisme Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran 

Langsung (LS) 

Aspek Ganti Uang Langsung 

Cara 

Pembayaran 

Pembayaran sekaligus (total) Pembayaran dilakukan 

sesuai progres atau 

transaksi 

Tujuan Mengganti Uang Persediaan 

(UP) yang sudah dibelanjakan 

Pembayaran langsung 

kepada Pihak ketiga 

Keuntungan Proses lebih cepat dan sederhana Lebih fleksibel dan 

transparan 

Kekurangan Risiko over/under budget karena 

dibayar sekali 

Proses administrasi 

lebih panjang dan 

memerlukan verifikasi 
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Aspek Ganti Uang Langsung 

Contoh 

transaksi 

Pembayaran Foto Copy, 

Pembelian alat tulis Kantor, dan 

lain lain 

Pembayaran gaji 

pegawai, pembayaran 

sewa, pembelian barang 

Kedua sistem pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan 

tergantung pada jenis kegiatan dan kebutuhan administrasi yang ada di 

kelurahan. Pemilihan sistem yang tepat harus disesuaikan dengan anggaran, 

jenis kegiatan, dan ketentuan yang berlaku. 

B. Penelitian sebelumnya 

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya Analisis Prosedur LS 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nafisa et al (2024) Analisis 

Prosedur 

Pencairan Dana 

Langsung (LS) 

pada Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaa

n Negara 

(KPPN) 

Malang 

Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

Prosedur 

Pengujian Surat 

Perintah 

Membayar 

Langsung (SPM 

LS) di kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

Negara (KPPN) 

Malang sudah 

sesuai aturan 

Menteri 

Keuangan 

Nomor 

178/.05/2018 

2 Lambey et al 

(2022) 

Analisis 

Prosedur 

Pencairan Dana 

Langsung (LS) 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaa

n Negara 

(KPPN) 

Manado 

Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

Prosedur 

Pengujian Surat 

Perintah 

Membayar 

Langsung (SPM 

LS) pada Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

Negara (KPPN) 

Manado 

sudahsesuai 

dengan 

Peraturan 

Menteri 
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Keuangan 

Nomor  

178/PMK.05/20

18  tentang  Tata  

Cara  

Pembayaran 

Dalam  Rangka  

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

3 Wulan D. 

Kindangen et al 

(2023) 

Evaluasi sistem 

prosedur uang 

persediaan, 

ganti uang dan 

mekanisme 

pembayaran 

langsung pda 

kantor 

pelayanan 

perbendaharaa

n negara bitung 

Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

Prosedur Uang 

Persediaan, 

Ganti Uang dan 

Mekanisme 

Pembayaran 

Langsung pada 

Kantor 

Pelayanan 

Perbendaharaan 

Negara Bitung 

khusunya 

prosedur 

pengajuan SPP, 

SPM dan 

pencairan SP2D 

sudah sesuai 

dengan 

Peraturan 

Menteri 

Keuangan 

Nomor 

210/PMK.05/20

22 tentang Tata 

Cara 

Pembayaran 

Dalam Rangka 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Negara. 

4 Dhullo Afand et al 

(2023) 

Analisis Sistem 

dan Prosedur 

Pengeluaran 

Kas Belanja 

Langsung Pada 

Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Agama 

Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

gsung pada 

Kantor Wilayah 

Kementerian 

Agama Provinsi 

Sulawesi Utara 

dapat 

disimpulkan 

bahwa: 1. 

Sistem dan 
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Provinsi 

Sulawesi Utara  

prosedur 

pengeluaran kas 

belanja 

langsung 

langsung di 

Kantor Wilayah 

Kementerian 

Agama 

Sulawesi Utara 

sudah memadai 

dan sesuai 

dengan 

Peraturan 

Menteri 

Keuangan No. 

210/PMK.05/20

22. 

5 Lidia Mawikere et 

al (2018) 

Analisis Sistem 

dan Prosedur 

Pengeluaran 

Tentang 

Penerbitan 

Surat Perintah 

Membayar 

Langsung 

(SPM_LS) 

Pada Badan 

Pengelola 

Pajak dan 

Retribusi 

Daerah Kota 

Manado 

Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

sistem dan 

prosedur 

Tentang Surat 

Perintah 

Membayar 

Langsung 

(SPM-LS) pada 

Badan 

Pengelola Pajak 

Dan Retribusi 

Daerah Kota 

Manado sudah 

sesuai dengan 

SE.900/316/BA

KD 

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono (2016) kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Yusuf et al., 2021) 

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Di mana secara 

teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen, 

selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. 

Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus 
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didasarkan pada kerangka berpikir. Maka dari itu, penulis menyusun kerangka 

berpikir penelitian ini sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai 

“Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) pada Kantor Kelurahan 

Tipes, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Secara keseluruhan Kantor Kelurahan Tipes sudah mengikuti Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor  210/PMK.05/2022  tentang  Tata  Cara  

Pembayaran Dalam  Rangka  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Dapat dilihat dari Kantor Kelurahan Tipes sudah 

menerapkan Pembayaran Belanja pegawai, belanja kepada pihak ketiga, 

maupun belanja kepada pihak lain dengan mekanisme langsung (LS)  

2. Dalam penerapan pembayaran langsung (LS)  masih ada kendala yang 

dihadapi oleh Kantor Kelurahan Tipes yaitu tentang pengoperasian aplikasi 

SIPD, sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan. 

Menurut hasil wawancara dengan KPA, PPK dan PPTK hal tersebut 

disebabkan karena Kantor Kelurahan Tipes Terkendala Keterbatasan 

jumlah pegawai, serta keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan 

aplikasi SIPD sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan. 

B. Saran 

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti harus mampu memberikan 

sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan, ilmu pengetahuan, 

instansi, stakeholder yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti 

menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti 

mengemukakan saran – saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam 
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pembahasan skripsi ini. Adapun saran – saran yang peneliti berikan setelah 

meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Saran untuk Kantor Kelurahan Tipes 

Saran dari penilitian ini untuk Kelurahan Tipes adalah: 

a. adanya  SOP Tertulis atau Alur Proses pembayaran LS yang mencakup 

Alur proses dari perencanaan hingga pencairan agar tanggung jawab 

tiap aparatur jelas, serta perlu adanya checklist dokumen yang harus 

disiapkan. 

b. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur kelurahan melalui 

pelatihan pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(SIPD). 

c. Perlu menunjuk atau menambah staf untuk membantu mengoperasikan 

aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), agar apabila 

terjadi human eror atau kesalahan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

dalam pengajuan SPP-LS dapat dideteksi lebih dini sehingga fungsi 

kontrol oleh PPK maupun KPA dalam mekanisme pembayaran LS 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Saran untuk peneliti yang selanjutnya 

Adapun saran – saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

Peneliti selanjutnya sebaiknya membandingkan Kelurahan Tipes dengan 

kelurahan lain di wilayah Surakarta atau daerah lain untuk: 

a. Mengetahui perbedaan praktik penerapan pembayaran langsung (LS). 

b. Mengidentifikasi faktor keberhasilan atau kendala spesifik di Tipes. 

Diharapkan perbandingan ini dapat memperkaya analisis dan memberikan 

gambaran umum tentang penerapan pembayaran LS lintas Kelurahan. 
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